BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada

Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM, baik melalui metode observasi,

wawancara dan studi dokumentasi, maka kesimpulan yang diperoleh adalah

sebagai berikut:

1.

Penciptaan Arsip Dinamis Aktif di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat
Jenderal Kementerian ESDM:

Tata Naskah Dinas adalah format yang harus diikuti dalam penulisan
surat dinas di Kementerian ESDM. Format ini meliputi nomor surat,
tanggal, perihal, tujuan, sapaan awal, isi surat, penutup, dan sapaan
penutup, dan membantu menjaga konsistensi dan standar komunikasi

di institusi tersebut.

Klasifikasi Arsip di Kementerian ESDM dibagi menjadi dua kategori:
arsip dari fungsi substantif dan arsip dari fungsi fasilitatif, yang

mencakup berbagai bidang dan kegiatan dalam Kementerian.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis diatur oleh
Keputusan Menteri ESDM Nomor 167.K/04/MEM/2020 dan
memiliki lima tingkatan: Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas, dan
Biasa/Terbuka. Setiap tingkatan klasifikasi memiliki batasan akses

yang sesuai.

Dengan menerapkan tata naskah dinas yang benar, klasifikasi arsip yang
tepat, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses yang sesuai, Kementerian
ESDM dapat menciptakan arsip surat dinas dengan konsistensi, kejelasan,

keberlakuan, dan keamanan yang terjamin.
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Kendala dalam yang dihadapi dalam penciptaan arsip dinamis aktif di

lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan

Sumber Daya Mineral:

a.

Kesadaran dan pemahaman pegawai mengenai pentingnya penciptaan
arsip dinamis aktif merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam
pengelolaan arsip. Kendala yang mungkin timbul adalah kurangnya
kesadaran pegawai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan
mengenai manfaat, kegunaan, dan pentingnya penciptaan arsip
dinamis aktif.

Biro Keuangan menghadapi kendala terkait ketersediaan sumber daya
dalam pengelolaan arsip. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan
pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai terkait pengelolaan
arsip, sehingga mereka dapat melakukan tugas penciptaan arsip
dengan lebih efektif.

Kompleksitas regulasi dalam Biro Keuangan dapat menjadi kendala
dalam pengelolaan arsip. Perubahan atau pembaruan dalam regulasi
tersebut memerlukan penyesuaian dalam proses penciptaan arsip
dinamis aktif. Penting untuk memastikan bahwa semua pegawai
memahami dan menerapkan perubahan regulasi tersebut dengan

benar.

Kompleksitas proses bisnis juga dapat menjadi kendala dalam
penciptaan arsip dinamis aktif. Pemetaan lengkap dari semua proses
bisnis di Biro Keuangan dan identifikasi arsip yang terkait dengan
masing-masing proses bisnis tersebut dapat membantu dalam

pemahaman dan pengaturan arsip secara dinamis.

Pengadopsian teknologi yang tepat dapat membantu dalam penciptaan
arsip dinamis aktif, tetapi mengadopsi teknologi baru mungkin

menghadapi kendala. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan
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program pelatihan yang komprehensif bagi pegawai agar mereka
dapat menguasai penggunaan teknologi baru dengan baik. Dukungan
teknis yang memadai juga perlu disediakan untuk mengatasi

hambatan yang mungkin muncul selama proses pengadopsian.

Pengelolaan perubahan dalam penciptaan arsip dinamis aktif
melibatkan perubahan dalam kebiasaan dan praktik kerja yang ada.
Mengubah cara pegawai bekerja dan mempengaruhi budaya
organisasi dapat menjadi tantangan besar. Penting untuk melibatkan
pegawai dalam proses perubahan dan memberikan kesempatan bagi
mereka untuk memberikan masukan, tanggapan, atau saran terkait

implementasi penciptaan arsip dinamis aktif.
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B. Saran

Terdapat beberapa rekomendasi dan masukan yang dapat menjadi rujukan

dalam upaya peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Di Lingkungan

Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM, diantaranya:

1.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip terutama tahapan penciptaan
arsip, perlu dilakukan pembinaan kearsipan dalam bentuk bimbingan
teknis, pendidikan dan latihan, serta kegiatan sosialisasi secara rutin
kepada pegawai yang melakukan penciptaan arsip. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan/wawasan dan kompetensi pegawai dalam

melakukan penciptaan arsip.

Pada tahap penciptaan arsip, pegawai harus berpedoman kepada ketentuan
yang berlaku, seperti menerapkan tata naskah dinas yang benar, klasifikasi
arsip yang tepat, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses yang sesuai.
Jika tahap penciptaan arsip sudah sesuai pada ketentuan yang berlaku,
maka akan menghasilkan arsip/naskah dinas yang autentik dan terpercaya.
Naskah dinas yang autentik dan terpercaya akan menjadi bukti kerja dan
alat bukti yang sah bagi suatu instansi/organisasi. Naskah dinas yang
autentik dan terpercaya juga akan mendukung layanan arsip terutama
layanan arsip aktif/internal, karena dapat menyediakan arsip yang

terpercaya bagi pengguna yang berhak.

Terkait klasifikasi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis. Untuk permasalahan klasifikasi arsip, pelaksana/staf sebaiknya
melihat isi surat dinas/substansif yang akan dikonsepkan sebelum
membuat surat dinas dan memastikan klasifikasi arsipnya sesuai dengan
substansifnya. Terkait dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis, penulis menyarankan agar sistem tersebut sesuai dengan
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor
167.K/04/MEM/2020, di mana klasifikasi keamanan dan akses arsip

dinamis biro keuangan adalah "Terbatas".
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Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan kendala-
kendala dalam penciptaan arsip dinamis aktif di lingkungan Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral dapat diatasi secara efektif. Penting untuk memastikan kesadaran,
pemahaman, dan kompetensi pegawai dalam pengelolaan arsip serta
menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai pengelolaan

arsip yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
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